SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG :

1. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

3. PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan
bagian dari warga negara yang memiliki hak
dan kewajiban yang setara, harkat dan
martabat yang sederajat berdasar Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran
dan kedudukan yang sama dalam hak asasi
manusia;

b. bahwa untuk arah dan landasan
penyelenggaraan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes
perlu regulasi yang mengatur;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian perangkat



Politik, serta  perangkat daerah  yang
melaksanakan sub urusan pemerintahan fungsi
penunjang bidang keuangan, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;

. bahwa untuk melaksanakan penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan permukiman dari pengembang
kepada Pemerintah Daerah dan menyesuaikan
dinamika yang terjadi dalam masyarakat, maka
perlu dilakukan pengaturan terkait dengan
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
umum perumahan dan permukiman;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, maka perlu adanya pengaturan di
tingkat daerah; |

bahwa dalam rangka memberikan jaminan
ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum perumahan dan permukiman, perlu
dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk
peraturan daerah;

. bahwa berdasarkan pertin‘lbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf g serta hasil pembicaraan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal
28 Januari 2020 maka  perlu menetapkan
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4247) ;.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem = Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornpr 4301);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lerribaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on The Rights
of Persons With Disabilities (Konvensi
mengenai Hak-hak Peny‘andang) Pembentukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5251);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang



15.

16.

17.

18.

19,

Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
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20.

21.

22.

23.

24.

25,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana -telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6368);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilités (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6399);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
003 Tahun 2014 tentar‘1g Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2014 Nomor 003);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik



26.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor
13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes, dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum Perumahan dan Permukiman Kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2020

Tembusan:

1.

-

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.



